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INDIKATOR PEMBENTUK INDEKS REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 
(PERMENPAN 9 TAHUN 2023)

INDIKATOR RB 
INSTANSI 

PEMERINTAH

RB GENERAL (100)

RB TEMATIK (20)

❑ CAPAIAN STRATEGI KEBIJAKAN (10 POIN): Rencana Aksi RB 
General dan Capaian Rencana Aksi RB General  

❑ CAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (40 POIN): Implementasi 
Penyederhanaan Birokrasi, Implementasi system kerja baru, 
Maturitas SPIP, Pembangunan ZI, SAKIP, Digitalisasi Arsip, 

Tindaklanjut Pengaduan (Lapor), IKK, Indeks Reformasi
Hukum, Statistik Sectoral, ITKP, Indeks Perencanaan 

Pembangunan, Implementasi Arsitektur SPBE, Sistem Merit, IPP, 
dan Kepatuhan Yanlik

❑ CAPAIAN SASARAN STRATEGIS (50 POIN):  SPBE, Capaian IKU, 
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Indeks BerAKHLAK, SKM, Opini 
BPK, Capaian Prioritas Nasional, SPI

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan Kinerja Pembangunan

❑ CAPAIAN STRATEGI KEBIJAKAN (5 POIN): Rencana Aksi RB 
Tematik dan Capaian Rencana Aksi RB Tematik 

❑ CAPAIAN DAMPAK RB TEMATIK (15 POIN): Pengentasan 
Kemiskinan, Peningkat Investasi, Pengendalian Inflasi, Penggunaan 
Produk Dalam Negeri dan Digilitasi Administrasi (Penanganan 
Stunting)



INSTRUMEN  
PENGUKURAN 
INDEKS RB 
PERANGKAT 
DAERAH



INDIKATOR PEMBENTUK INDEKS REFORMASI BIROKRASI 
PERANGKAT DAERAH

BOBOT RB GENERAL 

65 POINT

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
CAPAIAN PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN RB

INDIKATOR RB GENERAL PERANGKAT DAERAH

CAPAIAN STRATEGIS 
PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB

NILAI SAKIP PD 6

CAPAIAN IKU PD 4

TLHP BPK DAN APIP 4

LRA APBD 4

INDEKS BERAKHLAK 4

NILAI SKM 4

INDEKS TATA KELOLA PBJ 4

INDEKS PROFESIOLITAS ASN 4

JUMLAH BOBOT NILAI 34

TINGKAT PENERAPAN SPBE 6

TINDAKLANJUT SP4N LAPOR 4

INDEKS  KUALITAS KEBIJAKAN 4

INDEKS REFORMASI HUKUM 4

TINGKAT DIGITALISASI ARSIP 4

TINGKAT PEMBANGUNAN ZI 4

JUMLAH BOBOT NILAI 26

RENCANA AKSI RB GENERAL 2

CAPAIAN RENCANA AKSI 3

JUMLAH BOBOT NILAI 5



INDIKATOR RB TEMATIK PERANGKAT DAERAH

TERSEDIANYA DOKUMEN 
RENCANA AKSI RB TEMATIK

IMPLEMENTASI DOKUMEN 
RENCANA AKSI RB TEMATIK

STRATEGI MEMBANGUN RB TEMATIK

3 POINT2 POINT

5 POINT 30 POINT

REALISASI BELANJA PDN 
DALAM BELANJA DAERAH PD

CAPAIAN DAMPAK RB TEMATIK
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(PRAKTEK BAIK PELAKSANAAN 
PROGRAM/ KEGIATAN)

10 POINT 20 POINT

BOBOT RB TEMATIK 

35 POINT
“Pelaksanan RB Tematik berfokus pada Implementasi Pelaksanaan

Belanja PDN dan Implementasi pada Capaian Kinerja Organisasi 

melalui Pelaksanaan Praktek Baik dengan Isu Strategis terkait 

Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Stunting, Peningkatan 

Investasi, Pengendalian Laju Inflasi, dan kinerja core business 

perangkat daerah lainnya” 

INDIKATOR PEMBENTUK INDEKS REFORMASI BIROKRASI 
PERANGKAT DAERAH



INSTRUMEN 
EVALUASI 
PENGUKURAN 
INDEKS REFORMASI 
HUKUM PERANGKAT 
DAERAH



DASAR PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS REFORMASI 
HUKUM PERANGKAT DAERAH

HARMONISASI REGULASI
(25 POINT)

KOMPETENSI SDM PENYUSUN 
PERATURAN (25 POINT)

INDEKS REFORMASI HUKUM PEMDA

PENATAAN DATABASE PUU 
(15 POINT)

EVALUASI PRODUK HUKUM
(35 POINT)

100 POINT 100 POINT

HARMONISASI PENYUSUNAN 
PRODUK HUKUM

INDEKS REFORMASI HUKUM PD

EVALUASI PRODUK HUKUM & 
TINDAKLANJUTNYA

60 POINT 40 POINT

PELAKSANAAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH 

BERTUJUAN UNTUK:

1. Memberikan ADVOKASI kepada perangkat daerah terkait dengan PROSEDUR dan TATACARA 

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM serta EVALUASI PRODUK HUKUM. 

2. Mempersiapkan sejak awal kelengkapan dokumen serta kualitas dokumen yang akan menjadi 

BUKTI DUKUNG (EVIDEN) dalam pengukuran Indek Reformasi Hukum pada Level Pemda pada 

Tahun Berikutnya. 



INSTRUMEN EVALUASI INDEKS REFORMASI HUKUM PD 
ASPEK HARMONISASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

60,00 60,00
4.1 36,00 36,00

a)
Surat Permohonan pengusulan Pembentukan 
Peraturan Daerah/Peraturan Kepala 
Daerah/Keputusan Kepala Daerah

9,00

A. Peraturan Daerah (Perda)
B. Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
C. Keputusan Kepala Daerah (Kepkada)
D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum

A/B/C/D A 9,00

b)

Naskah Akademik Rancangan Peraturan 
Daerah atau Penjelasan/ keterangan mengenai 
urgensi dan pokok pikiran Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan yang 
mengamanatkan Pembentukan Keputusan 
Kepala Daerah

9,00

A. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
B. Penjelasan/ keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
C. Peraturan yang mengamanatkan Pembentukan Keputusan 
Kepala Daerah
D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum

A/B/C/D A 9,00

c)

SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat 
Daerah Penyusunan Peraturan Daerah/SK atau 
SP Tim Penyusunan Peraturan Kepala 
Daerah/SP Tim Penyusun Keputusan Kepala 
Daerah

9,00

A. SK Pembentukan Panitia antar Perangkat Daerah Penyusunan 
Peraturan Daerah
B. SK/SP Tim Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
C. SP Tim Penyusunan Pembentukan Keputusan Kepala Daerah
D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum

A/B/C/D A 9,00

d)
Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan 
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang 
telah di paraf pejabat terkait

9,00

A. Rancangan Peraturan Daerah
B. Rancangan Peraturan Kepala Daerah
C. Rancangan Keputusan Kepala Daerah
D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum

A/B/C/D A 9,00

4.2 24,00 24,00

a)

Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa 
dalam rapat Pembentukan Peraturan 
Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan 
Kepala Daerah

24,00

A. 91-100% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam 
setiap rapat pengambilan keputusan 
B. 81-90% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam 
setiap rapat pengambilan keputusan 
C. 61-80% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam 
setiap rapat pengambilan keputusan 
D. 41-60% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam 
setiap rapat pengambilan keputusan 
E. 1-40% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap 
rapat pengambilan keputusan 
F. tidak ada keterlinatan Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa 
dalam setiap rapat pengambilan keputusan 

A/B/C/D/E/F A 24,00

1. Undangan Rapat
2. Daftar Hadir Pimpinan Tinggi Pratama
3. Notulensi
4. Dokumentasi Foto

Pengusulan Produk Hukum

Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa  

Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum

1. Surat Permohonan pengusulan 
Pembentukan Peraturan Daerah/ Peraturan 
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah 
yang telah ditandatangani dan di cap atau di 
TTE
2. Terdapat Naskah Akademik Rancangan 
Peraturan Daerah atau Penjelasan/ 
keterangan mengenai urgensi dan pokok 
pikiran Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah atau Peraturan yang 
mengamanatkan Pembentukan Keputusan 
Kepala Daerah yang telah ditandatangani 
dan di cap atau di TTE
3. SK Pembentukan Panitia Antar 
Perangkat Daerah Penyusunan Peraturan 
Daerah/SK atau SP Tim Penyusunan 
Peraturan Kepala Daerah/SP Tim Penyusun 
Keputusan Kepala Daerah yang telah 
ditandatangani dan di cap atau di TTE
4. Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan 



INSTRUMEN EVALUASI INDEKS REFORMASI HUKUM PD 
ASPEK EVALUASI PRODUK HUKUM & TINDAKLANJUTNYA

4.3 40,00 40,00

a) Evaluasi Produk Hukum 20,00

A. Evaluasi Produk Hukum dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 
satu tahun anggaran
B. Evaluasi Produk Hukum dilakukan 2 (dua) kali dalam satu 
tahun anggaran
C. Evaluasi Produk Hukum dilakukan 1 (satu) kali dalam satu 
tahun anggaran
D. Belum pernah dilakukan Evaluasi Produk Hukum 

A/B/C/D A 20,00

1. SK Tim Analisis dan Evaluasi Hukum 
terhadap Produk Hukum 
Perda/Perkada/Kepkada
2. Laporan Hasil Evaluasi Produk Hukum 
Perda/Perkada/Kepkada

b) Tindaklanjut Hasil Evaluasi Produk Hukum 20,00

A. 91-100% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti 
dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan 
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah
B. 81-90% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti 
dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan 
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah
C. 61-80% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti 
dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan 
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah 
D. 41-60% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti 
dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan 
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah 
E. 1-40% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam 
program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala 
Daerah/Keputusan Kepala Daerah 
F. Tidak ada Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti 
dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan 
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah 

A/B/C/D/E/F A 20,00

1. Surat Keputusan/Naskah Dinas 
Penetapan Propemperda
2. Surat Keputusan/Naskah Dinas 
Penetapan Propemperkada
3. Surat Keputusan/Naskah Dinas 
Penetapan Rancangan Keputusan Kepala 
Daerah
4. Surat Keputusan/Naskah Dinas 
Pengusulan Perubahan/Pencabutan/ 
Penggabungan Perda/Perkada/Kepkada 
hasil evaluasi
5. Dokumen Rancangan Perda/ 
Perkada/kepkada Hasil Evaluasi 

Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya



MEKANISME DAN 
TATACARA 
PENILAIAN IRH 
PD PADA 
APLIKASI SURABI 
2.0



AKSES  
APLIKASI 
SURABI 2.0



LEMBAR KERJA EVALUASI 
ASESOR PERANGKAT DAERAH

https://surabi.jabarprov.go.id 

https://surabi.jabarprov.go.id/


LEMBAR KERJA EVALUASI 
ASESOR PERANGKAT DAERAH



DASHBOARD 
APLIKASI 
SURABI 2.0



DASHBOARD APLIKASI SURABI 2.0 



DASHBOARD PROGRES CAPAIAN SELF ASESSMENT DAN 
VERIFIKASI

1. CAPAIAN NILAI SELF 
ASSESMENT PD 
DIGAMBARKAN OLEH 
DIAGRAM BATANG WARNA 
HJAU;

2. CAPAIAN NILAI VERIFIKASI 
PD DIGAMBARKAN OLEH 
DIAGRAM BATANG WARNA 
BIRU TUA;

3. GARIS MELINTANG 
BERWARNA BIRU MUDA 
MERUPAKAN GARIS NILAI 
MINIMAL BAIK (60,01) 
DENGAN KATEGORI B.

DATA CAPAIAN NILAI RB 
GENERAL DAN TEMATIK 
PERANGKAT DAERAH YANG 
DAPAT DIURUTKAN 
BERDASARKAN NILAI 
TERTINGGI/TERENDAH



DASHBOARD PROGRES CAPAIAN SELF ASESSMENT DAN 
VERIFIKASI

UNTUK MELAKUKAN 
MONITORING REKAPITULASI 
NILAI HASIL SELF 
ASSESSMENT VERIFIKASI 
DAPAT DILIHAT PADA MENU 
CAPAIAN INDEK RB

TAMPILAN NILAI HASIL 
SELF ASSESSMENT & 
VERIFIKASI YANG 
DIPEROLEH PERANGKAT 
DAERAH

NILAI DAPAT DI UNDUH 
KEDALAM VERSI EXEL 
APABILA DIPERLUKAN 
SEBAGAI BAHAN LAPORAN

NILAI INDEKS REFORMASI 
HUKUM PD



PENGISIAN INDIKATOR EVALUASI PELAKSANAAN RB 
PERANGKAT DAERAH



MEKANISME EVALUASI/VERIFIKASI INDIKATOR RB 
GENERAL KELOMPOK PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. INDIKATOR INI BERSIFAT SELF ASSESSMENT  DARI ASESOR PERANGKAT DAERAH. ARTINYA JIKA PERANGKAT DAERAH 
TIDAK MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI MAKA NILAI AKAN MENJADI NOL DAN TIM EVALUATOR TIDAK DAPAT 
MELAKSANAKAN VERIFIKASI;

2. PENILAIAN MANDIRI OLEH ASESOR PD DILAKUKAN DENGAN MELAKUKAN PEMILIHAN LEVEL JAWABAN SESUAI 
DENGAN DOKUMEN/EVIDEN YANG DIMILIKI;

3. EVALUATOR DAPAT MEMBERIKAN PENILAIAN SESUAI DENGAN JAWABAN ASESOR ATAU MENURUNKAN LEVEL 
JAWABAN ATAU MENINGKATKAN LEVEL JAWABAN, SEPANJANG MENURUT STANDAR DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN 
TELAH MEMENUHI ATAU BELUM MEMENUHI;



VERIFIKASI INDIKATOR KATEGORI CAPAIAN PELAKSANAAN 
KEBIJAKAN RB (KELOMPOK MERAH)

1. TERDAPAT 3 SUB INDIKATOR 
PENILAIAN DIMANA INDIKATOR 
4.1 DAN 4.2 MERUPAKAN SUB 
INDIKATOR UNTUK 
HARMONISASI PENYUSUNAN 
PRODUK HUKUM

2. SEDANGKAN SUB INDIKATOR 4.3 
MERUPAKAN SUB INDIKATOR 
UNTUK EVALUASI PRODUK 
HUKUM DAN TINDAKLANJUTNYA

3. UNTUK MEMULAI PENILAIAN 
ASESOR MEMILIH SALAH SATU 
SUB INDIKATOR



PENGISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI 
INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH

1. PILIH JENIS PRODUK HUKUM 
YANG DIAJUKAN DAN 
TULISKAN NAMA 
RANCANGAN PRODUK 
HUKUM YANG DIAJUKAN 
PADA KOLOM KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI 
DUKUNG BERUPA FILE PDF 
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK 
GDRIVE.

3. MERUPAKAN KOLOM HASIL 
VERIFIKASI DARI TIM 
EVALUASI DAN 
REKOMENDASI 
PERBAIKANNYA.



PENGISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI 
INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH

1. PILIH JENIS DOKUMEN 
KAJIAN PRODUK HUKUM 
YANG DIAJUKAN DAN 
TULISKAN NAMA DOKUMEN 
KAJIAN PRODUK HUKUM 
YANG DIAJUKAN PADA 
KOLOM KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI 
DUKUNG BERUPA FILE PDF 
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK 
GDRIVE.

3. MERUPAKAN KOLOM HASIL 
VERIFIKASI DARI TIM 
EVALUASI DAN 
REKOMENDASI 
PERBAIKANNYA.



PENGISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI 
INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH

1. PILIH DOKUMEN SK/SP TIM 
PEMBENTUKAN PRODUK 
HUKUM YANG DIAJUKAN DAN 
TULISKAN NAMA DOKUMEN 
SK/SP TIM PEMBENTUKAN 
PRODUK HUKUM YANG 
DIAJUKAN PADA KOLOM 
KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI 
DUKUNG BERUPA FILE PDF 
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK 
GDRIVE.

3. MERUPAKAN KOLOM HASIL 
VERIFIKASI DARI TIM 
EVALUASI DAN 
REKOMENDASI 
PERBAIKANNYA.



PENGISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI 
INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH

1. PILIH DOKUMEN DRAFT 
RANCANGAN PRODUK 
HUKUM YANG SUDAH 
DIPARAF KOORDINASI DAN 
TULISKAN NAMA DOKUMEN 
DRAFT RANCANGAN PRODUK 
HUKUM YANG DIAJUKAN 
PADA KOLOM KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI 
DUKUNG BERUPA FILE PDF 
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK 
GDRIVE.

3. MERUPAKAN KOLOM HASIL 
VERIFIKASI DARI TIM 
EVALUASI DAN 
REKOMENDASI 
PERBAIKANNYA.



PENGISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI 
INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH

1. PILIH % KEHADIRAN JPT 
DALAM RAPAT PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN PENGUSULAN 
PRODUK HUKUM YANG 
DIAJUKAN DAN TULISKAN 
NAMA DOKUMEN RAPAT-
RAPAT YANG DILAKSANAKAN 
PADA KOLOM KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI 
DUKUNG BERUPA FILE PDF 
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK 
GDRIVE.

3. MERUPAKAN KOLOM HASIL 
VERIFIKASI DARI TIM EVALUASI 
DAN REKOMENDASI 
PERBAIKANNYA.



PENGISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI 
INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH

1. PILIH BERAPA KALI 
DILAKUKAN EVALUASI PRODUK 
HUKUM DALAM 1 TAHUN 
ANGGARAN DAN TULISKAN 
NAMA PERATURAN YANG DI 
EVALUASI PADA KOLOM 
KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI 
DUKUNG BERUPA FILE PDF 
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK 
GDRIVE.

3. MERUPAKAN KOLOM HASIL 
VERIFIKASI DARI TIM EVALUASI 
DAN REKOMENDASI 
PERBAIKANNYA.



PENGISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI 
INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH

1. PILIH % KEBERHASILAN 
MENINDAKLANJUTI HASIL 
EVALUASI PRODUK HUKUM 
YANG DIAJUKAN MENJADI 
PROPEMPERDA/PERKADA/KEP
KADA DAN TULISKAN NAMA 
DOKUMEN PERATURAN YANG 
DIAJUKAN HASIL EVALUASI 
PADA KOLOM KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI 
DUKUNG BERUPA FILE PDF 
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK 
GDRIVE.

3. MERUPAKAN KOLOM HASIL 
VERIFIKASI DARI TIM EVALUASI 
DAN REKOMENDASI 
PERBAIKANNYA.



HATUR NUHUN
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